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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus

linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar

pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf. Pada transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< Sa Ts te dan es
d Jim J Je
d Ha H H dengan garis bawah




d Kha Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal z de dan zet
J Ra R Er
J Zai z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
es (dengan garis di
ol Sad S bawah)
de (dengan garis di
ol Dad D bawah)
te (dengan garis di
b Ta T bawah)
zet (dengan garis di
5 Za Z bawah)
koma terbalik (di atas)
' ‘ain ‘ hadap kanan
£ Gain Gh Ge dan ha
o Fa F Ef
d Qaf Q Ki
d Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
¢ Nun N En

Vi




) Wau W We
° Ha H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
$ Ya Y Ye
2. Vokal

Vokal tunggal

Vokal rangkap

Vokal Panjang

i:A

i:|

i:U

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

s 31 s Ditulis

mar atun jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

YONTRE Ditulis Fatimah
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4. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf

yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

Wy Ditulis rabbana

A Ditulis al-bir

5. Kata sandang (artikel)
Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
aasd) Ditulis asy-syamsu
da Ditulis ar-rajulu
5 ) Ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang

mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
aal) Ditulis al-gamar
& Ditulis al-badi’

d 3 Ditulis al-jalil
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6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan
tetatpi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf

hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /°/.

Contoh:
Cigal Ditulis umirtu
£ ot Ditulis syai’un

7. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Indonesia (PUEBI)
8. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

a. Ditulis kata per kata, atau

b.  Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

oSkl &l ditulis syaikh al-1slam atau syaikhul Islam.
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ABSTRAK

Risgi, Muhammad. 2023. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Skripsi
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri
(UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Angka kemiskin di Kota Pekalongan mengalami kenaikan tahun 2019 garis
kemiskinan perkapita 425.026, tahun 2020 garis kemiskinan perkapita 460.789,
tahun 2021 garis kemiskinan perkapita 480.415. Angka kemiskinan selama kurun
waktu 3 tahun mengalami kenaikan yakni tahun 2019 mencapai 20,21 jiwa
penduduk miskin dengan presentase 6,6 persen, tahun 2020 mencapai 22,16 jiwa
penduduk miskin dengan presentase 7,19 persen, tahun 2021 mencapai 23,49 jiwa
penduduk miskin dengan presentase 7,59 persen. Dengan adanya Peraturan
Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan ini diharapkan
agar menurunnya jumlah kemiskinan dan masyarakat Kota Pekalongan lebih
sejahtera. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menjelaskan Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 tahun 2016
tentang penanggulangan kemiskinan belum sesuai, mengetahui dan menjelaskan
implikasi pelaksaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 14 tahun 2016.

Jenis penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan top down yang
mengkaji  ketentuan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang
penanggulangan kemiskinan yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam
kenyataanya. Sumber data berupa data primer diperoleh dengan teknik observasi
dan wawancara kepada pihak Pemerintah (Dinsos) dan Masyarakat. Sumber data
skunder berupa Bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-undang, Perda
nomor 14 tahun 2016, Bahan hukum sekunder berupa Buku, Jurnal, Skripsi, dan
Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, media masa, ensiklopedia, diperoleh
dengan teknik dokumentasi, data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif
deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan nomor 14 tahun 2016 tentang penanggulangan
kemiskinan adalah Efektif, karena dengan adanya Perda tersebutbisa
meminimalisir serta dapat menekan angka kemiskinan masyarakat Kota
Pekalongan., Implikasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan
nomor 14 tahun 2106 tentang penanggulangan kemiskinan bahwa dengan adanya
PKH sebagai program pelaksanaan Perda tersebut angka kemiskinan menjadi
menurun serta terangkatnya masyarakat miskin menjadi lebih sejahtera baik
bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Penanggulangan Kemiskinan

Xiii



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillan SWT, atas nikmat,
rahmat, taufiq dan inayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis,
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul
“Efektivitas Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Penanggulangan Kemiskinan”. Shalawat dan salam senantiasa penulis
haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang
umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul
karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada
jurusan Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman
Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya,
penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor (UIN) KH. Abdurrahman
Wahid Pekalongan, Beserta segenap jajarannya yang telah memberikan
kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga
memperlancar terselesaikannya skripsi ini.

2. Dr. Ahmad Jalaludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah (UIN) KH.
Abdurrahman Wahid Pekalongan

3. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (UIN)
KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

4. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku wali dosen studi penulis.

5. Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd, selaku dosen pembimbing penyusunan

skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu, pemikiran serta memberikan

Xiv



banyak perhatian, bimbingan dan pengarahan selama penulis menyelesaikan
skripsi.

6. Dinas Sosial Kota Pekalongan, baik jajaran Komisioner dan staf atas
kesediaannya sebagai obyek peneliti bagi penulis.

7. Masyarakat Kota Pekalongan, atas kesediaannya yang dengan penuh
keikhlasan mau memberikan informasi - informasi yang penulis butuhkan.

8. Kedua Orang Tuaku tercinta Ibu Kodriyah dan Bapak Suryan, yang selalui
memberikan do’a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak
dukunganmaterial dan moral.

9. Semua pihak yang membantu penyelesaian penulisan skripsi bagi penulis.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baikyang telah
diberikan dan di ikhlaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis
ucapkan Jazakumullah Khairal Jaza’ Jazakumullah Khairan katsiran. Akhir
kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih kurang dari
kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis
dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya.

Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, Januari 2023

Penulis

Muhammad Risqi
NIM.1518068

XV



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... s i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ... i
NOTA PEMBIMBING .......cooiiiiiiie e ii
PENGESAHAN ... v
PEDOMAN TRANSLITERASI ... v
PERSEMBAHAN ... X
MOTTO s Xii
ABSTRAK .. s Xiii
KATA PENGANTAR ..ot Xiv
DAFTAR IS o XVi
DAFTAR TABEL ... Xviii
DAFTAR LAMPIRAN ... XiX
BAB | PENDAHULUAN ..o 1
A. Latar Belakang ..o 1

B. Rumusan Masalah ..., 4

C. Tujuan Penelitian..........ccoooeiiiieiieeeeece e 4

D. Kegunaan Penelitian..........c.cccceiiiiiiiiiic i 5

E. Penelitian yang Relevan..........c.ccccovevviieieece e, 5

F. Kerangka TEOI ....cccccvevveieiieie e 10

G. Metode Penelitian..........coocoveiiiinininicee e 15

H. Sistematika Penulisan............cccooiiiiiiiieeeeee, 17

BAB |1 EFEKTIVITAS HUKUM......cooiieceee e 19
A. Efektivitas HUKUM..........cooiiiiice e, 19

1. Pengertian EfeKtiVItas ..........ccoccevvevieveiicce e, 19

2. Efektivitas HUKUM ... 21

B. Pengertian Kemiskinan...........ccccoovviiiieeieincceseeeee, 26

C. Definisi Penanggulangan Kemiskinan ...........cccccoocvvienieninnnnn. 28

XVi



BAB Il PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA

PEKALONGAN ..ottt 33
A. Gambaran Umum Kondisi Demografi Kota Pekalongan......... 33
B. Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan ....... 38
1. Program-program Pemerintah dalam Penanggulangan
KeMISKINAN ..o e 38
2. Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Perda Nomor 14
Tahun 2016 tentang Kemiskinan ............cccoccevvvevieeieiinennn, 42

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam

Penanggulangan Kemiskinan ..........cccccoocvvievviveicseeinenn 55

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN......ccoooiiiiiineiiseseeienes 57

A. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan .................. 57

B. Implikasi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 2016 Kota Pekalongan ..........ccccocceevveiiiiiicie e 65
BABY  PENUTUP ..ot 69
AL SIMPUIAN. .. 69
B. SAraN ..o 70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

XVii



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data
Lampiran 3 Surat Keterangan telah melakukan penelitian
Lampiran 4 Pedoman wawancara

Lampiran 5 Transkip wawancara

Lampiran 6 Dokumentasi wawancara

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

XiX



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat agar hidup bermartabat dan mencapai kesejahteraan
sosial, maka diterbitkanlah Undang-undang Kesejahteraan Sosial Nomor
11 Tahun 2009 yang di dalamnya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas
dan pengembangan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha
masyarakat miskin, memperkuat peran masyarakat miskin dalam
pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan,
perlindungan dan hak - hak dasar, mewujudkan kondisi dan lingkungan
ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat
memperoleh kesempatan seluas - luasnya dalam pemenuhan hak - hak
dasar dasar dan meningkatkan taraf  hidup secara berkelanjutan dan
memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.?

Untuk pelaksanaannya maka dikeluarkannya PP Nomor 15 Tahun
2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang didalamnya
mengatur arah  kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional
diorientasikan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang serta arah
kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah diorientasikan pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.?

1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial, him 13

2 Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, him 5



Untuk mewujudkan pelaksanaannya maka pemerintaah Kota
Pekalongan menerbitkan Peraturan Daerah Penanggulangan Kemiskinan
Nomor 14 Tahun 2016. Pemerintah Kota Pekalongan membuat berbagai
program yang komprehensif dan berkelanjutan. Meningkatkan pasrtisipasi
masyarakat lokal dalam pengurangan kemiskinan lingkungan melalui
prosedur yang ditetapkan berdasarkan gotong royong. Program tersebut
yaitu:® pertama, program penanggulangan berbasis keluarga. Kedua,
program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Ketiga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
usaha ekonomi mikro dan kecil. Keempat, program lain yang secara
langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat miskin.

Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan berbagai program
tersebut untuk penanggulangan kemiskinan. Namun, angka kemiskinan di
Kota Pekalongan menunjukan kenaikan tiap tahunya. Hal ini dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut:

8 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan
Kemiskinan



Tabel 1.1

Data Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk miskin

Indikator Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan 2019 2020 2021

Garis Kemiskinan
) 425 026,00 460 789,00 480 415,00

(Rp/Kapita/bulan)
Jumlah penduduk

S 20,21 22,16 23,49
Miskin (jiwa)
Persentase

6,6 7,17 7,59

Penduduk Miskin

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekalongan

Tabel di atas menunjukan bahwa pendapatan perkapita masyarakat
Kota Pekalongan mengalami kenaikan tahun 2019 garis kemiskinan
perkapita 425 026, 00. Tahun 2020 garis kemiskinan perkapita 460 789,
00. Tahun 2021 garis kemiskinan perkapita 480 415, 00. Namun, angka
kemiskinan selama kurun waktu 3 tahun tersebut juga mengalami kenaikan
yakni tahun 2019 mencapai 20,21 jiwa jumlah penduduk miskin dengan
presentase penduduk yang miskin mencapai 6,6. Tahun 2020 mencapai
22,16 jiwa jumlah penduduk yang miskin dengan presentase 7,17. Pada
tahun 2021 mencapai 23,49 jiwa jumlah penduduk yang miskin dengan
presentase 7,59.

Tatanan implementasinya, tidaksedikit warga di Kota Pekalongan
yang sebenarnya tergolong mampu,akan tetapi masih disebut sebagai
masyarakat kurang mampu, sedangkan masyarakat yang kurang mampu

belum terdataseluruhnya, sehingga dampaknya terhadap penyaluran




bantuan pemerintah tidak tepat sasaran.*Hal ini diperkuat oleh buku
pedoman teknis yang dikeluarkan oleh kementrian sosial dengan judul
buku panduan SIKS-NG OFLINE, bahwa kementrian sosial telah
mengeluarkan aplikasi SIKS-NG, aplikasi menejemen ini untuk
memberikan kemudahan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial
Kabupaten / Kota serta petugas pendataan sampai tingkat Kecamatan /
kelurahan.®

Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut patut
dipertanyakan bagaimana efektivitas pelakasanaan Perda dalam
menanggulangi kemiskinan di Kota Pekalongan ini.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji
dalam skripsi yang berjudul: EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 14
TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun
2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan?
2. Apa saja Implikasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan

Nomor 14 Tahun 2016?

4 Sulistiono, Arif, Dinas Sosial Kota Pekalongan, 18 November 2022.
® Buku panduan SIKS-NG “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial” (Kementrian Sosial
Republik Indonesia) him. 4



C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menjelaskan Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun

2016 tentang penanggulangan kemiskinan belum sesuai.

2. Untuk menjelaskan Implikasi pelaksaan Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016.

D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Secara Teoretis
Hasil penelitian ini dapat menambah wacana keilmuan dalam
bidang hukum khususnya tentang Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan.
2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk
kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan khususnya yang
ada di Kota Pekalongan.

b. Penelitian ini diharap memberikan suatu pengetahuan kepada
pihak-pihak yang membutuhkan kepedulian dalam
penanggulangan kemiskinan serta dalam pengembangannya, bagi
Dinas Sosial Kota Pekalongan agar lebeh teliti dalam memberikan
bantuan dan sarannya dalam Penanggulangan fakir miskin di Kota
Pekalongan.

E. Penelitian yang relevan
Penulis melakukan penelitian karta ilmiyah dengan tema terkait

dalam penyusunan penelitian ini.Berdasarkan penelusuran penulis, akan



penelitian tentang penanggulangan fakir miskin, diantaranya sebagai
berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa
Karangsari Sempu Banyuwangi” ditulis oleh Eka Nur Ardarista Wulandari
(2021) survei dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian
lapangan, dengan teknik wawancara langsung dengan masyarakat dan
menggunakan penelitian yuridis empiris.®Indikator penanggulangan
kemiskinan tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan,
yang menyatakan bahwa fakir miskin berhak atas pangan, sandang dan
papan yang layak, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap
pendidikan yang dapat ditingkatkan hrkat dan martabat manusia,
memproleh perlindungan sosial untukpembangunan, mengembangkan dan
memperkuat dirinya dan keluarganya sesuai dengan hakikat budayanya,
memprolehmanfaat sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan
rehabilitasi  sosial dalam pembangunan, mengembangkan dan
pemberdayaan masyarakat dirinya dan keluarganya, mencapai derajat
kehidupan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan
kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, dan lapangan kerja yang
berkelanjutan, dan menemukan peluang usaha. Persamaan penelitian
tersebut sama-sama membahas  Efektivitas Peraturan  Daerah.

Perbedaannya yaitu menggunakan Perda dan Kota yang berbeda.

® Nur Eka Ardarista Wulandari. Skripsi. “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2021 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karangsari Sempu Banyuwangi,” (Malang :
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)



Kedua, penelitian yang berjudul“Efektivitas Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan dalam wupaya Penanggulangan Kemiskinan di
Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi” ditulis oleh Andi Malik (2022)
survei dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan
pendekatan deskriptip analisis, tentang bantuan bagi masyarakat miskin
dengan data sekunder. Pengembangan sistem perlindungan sosial yang
dapat meringankan dan membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
dalam hal ini mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan
dasar.’Dalam prakteknya, masyarakat miskin penerima manfaat program
keluarga harapan (PKH) berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Persamaan menelitian tersebut sama-sama menggunakan Efektivitas bagi
masyarakat miskin. Perbedaannya yaitu masyarakat miskin Kota JAMBI
dan masyarakat miskin di Kota Pekalongan.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap
Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerntah dalam pengentasan
kemiskinan dan model penyelesaiannya” ditulis oleh Muhaimin (2012)
survei dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,
dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pelaksanaan kebijakan
pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di NTB belum
efektif karena beberapa faktor,yaitu faktor internal dan eksternal.®

Pertama, faktor internal yaitu adanya budaya gotong royong dan

7 Syahputra Adisanjaya Suleman, Risna Resnawaty, “Program Keluarga Harapan (Pkh):
Antra Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan”, Journal PROSIDING KS: RISET dan
PKM Vol. 1 No. 24 tahun 2017 (Bandung : Universitas Padjajaran Bandung) him. 90

8Muhaimin, “Analisis Hukum Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerntah
dalam pengentasan kemiskinan dan model penyelesaiannya” (Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12
No. 1 Januari 2021)



rendahnya tingkat pendidikan masyarakat miskin. Kedua, faktor eksternal
yaitu belum adanya paying hukum dan kebijakan pemerintah yang
komprehensifuntuk memecahkan masalah kemiskinan, serta pola
pikirbirokrasi yang masih melihat masalah kemiskinan sebagai “proyek”
dan bantuan, sehingga tidak ada strategi yang jelas untukmengatasi maslah
kemiskinan. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas
Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerntah. Perbedaannya yaitu temapat
penanggulangan kemiskinan di NTB.
Keempat, penelitian yang berjudul “Efektivitas Bantuan Hukum
Bagi Masyarakat miskin di Kabupaten Semarang” ditulis oleh Adhi Budi
Susilo (2020) survei dalam penelitian ini  menggunakan metode
pendekatan normatif - empiris dengan data sekunder melalui studi
kepustakaan bantuan hukum. Pada bantuan hukum diharapkan terwujud
perlindungan hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan perlakuan
yang adil dalam peradilan maupun nonperadilan.® Hal ini menunjukkan
bahwa pemerintah mendukung dalam pelayanan masyarakat dalam bentuk
pengarahan hukum, pemberian data, dan upaya mencari solusi bagi
masyarakat miskin. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas
Efektivitas penanggulangan kemiskinan. Perbedaannya yaitu membahas
bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Kelima, penelitian yang berjudul “Model Kebijakan Pemerintah
Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan” ditulis oleh Shinta Yuniana

Pertiwi (2014) survei dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian

Susilo adhi budi, “Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin di Kabupaten Semarang”
(Jurnal hukum dan masyarakat madani Volume 10 No. 1 Mei 2020) him. 13



kualitatif hukum, suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif. Peranan pemerintah daearah khususnya Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Sukoharjo dalam pengentasan kemiskinan sesuai
dengan peraturan daerah yang dilaksanakan secaramenyeluruhartinya
secara menyeluruhsebagai satu kesatuan dan dalam satu Kkegiatan
pemerintah, yang dimkasud terukur disini yaitu dapat diperhitungkan
memiliki pengukuran yang tercatat secara statistic terhadap kegiatan yang
dilakukan, sinergis yang dimaksut yaitu kegiatan terpadu yang sangat
tinggi pengaruhnya oleh pemerintah daerah dalam ragka pengentasan
kemiskinan, dan terencana berarti sesuatu yang akan dilakukan,
dikerjakan/konsep dalam hal pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh
kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak yang dimaksud disini yaitu
pemerintah daerah dan masyarakat serta perusahaan daerah atau swasta
lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sukoharjo.1°
Persamaan penelitian ini sama-sama membahas kebijakan Pemerintah
Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan. perbedaannya yaitu tempat
penanggulangan kemiskinan di Sukoharjo.
F. Kerangka Teori

Dalam penenelitian ini, penulis telah mengumpulkan beberapa

referensi dan menganilisis sesuai fokus penelitian guna menghasilkan

sebuah karya ilmiah.

10 pertiwi Shinta Yuniana, “Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan
Kemiskinan,” (Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia,
Volume 9. Nomor 2. Januari 2014)
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1. Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Efektivitas Hukum dibicarakan pula
tentang Validitas Hukum, Validitas Hukum bererti aturan hukum itu
mengikat, bahwa orang harus bertindak sesuai dengan yang
diharuskan oleh aturan hukum, dan orang harus mematuhi dan
melaksanakan aturan hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang
bertindak sesuai dengan aturanyang ditegakkan.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti keberhasilan
dalam mencapai tujuan tertentu. Efektivitas sealalu berkaitan dengan
hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya
dicapai. Efektivitas yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tugas
atau fungsi tanpa tekanan atau tekanan dalam suatu organisasi. Jadi,
efektivitas hukum dalam pengertian di atas mengacu pada indeks
efektivitas dalam arti mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau
objektif, yaitu untuk mengukur apakah tujuan telah tercapai sesuai
dengan yang diharapkan atau belum.!Pendapat Soerjono Soekanto
tentang efektivitas hukum, beliau menyatakan bahwa ada beberapa
faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu :

a. Memperhatikan keuntungan dankerugian
b. Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa

c. Sesuai dengan hati nuraninya

' Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum” (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan
Kemasyarakatan Vol. 18 No. 2 2018)
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d. Ada tekanan — tekanan tertentu.'?
2. Definisi penanggulangan kemiskinan

Istilah penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu
bentuk usaha yang teratur, terarah, serta untuk berkesinambungan
yang dilakukan oleh pemerintahan, pemerintahan daerah, serta
masyarakat dalam bentuk prosedur, suatu bentuk perencanan serta
dalam kegiatan memantapkan, dampingan, serta memfasilitasi yang
bertujuan agar bisa mencukupi sebuah keinginan dasar bagi setiap
warga negara.

Program pada permberdayaan bagi warga masyarakat juga
mempunyai peran penting didalam usaha penanggulangan
kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya sebatas memberikan bantuan
langsung tetapi juga memberikan perhatian untuk mereka yang
bertempat  tinggal didaerah  miskin.  Prosedur ini  juga
mengikutsertakan orang-orang yang dikategorikan tidak mampu untuk
suatu karakter hidup melalui peningkatan daya serta peneguhan isi
dalam kelompok orang yang dikatakan tidak mampu bergabung dalam
pelaksana didalam suatu pembangunan.t?

Penanggulangan  kemiskinan  juga membutuhkan suatu
keterpaduan antara bentuk kebijakan dan program yang direncanakan
serta dalam melaksnkannya harus mengayomi dan memberdayakan

masyarakat yang kurang mampu agar tidak meletakan masyarakat

2 Lili Rasjidi, “Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum”, (Bandung : Citra Aditya Bakti,
2001), 78

18 Marselinus Bin Hendriku, Skirpsi,”Implementasi Kebijakan Penanggulangan
Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama Di
Kecamatan Nunukan,”(Jakarta :Universitas Terbuka Jakarta, 2016)
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miskin hanya objek maupun dari tempat pembangunan. Hal tersebut
bahwa dalam sebuah upaya penanggulangan masyarakat miskin juga
harusdiutamakan mengikutsertakan masyarakat yang kurang mampu
sebagai suatu subyek dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat
diharapkannya masyarakat miskin untuk memberdayakan agar bisa
melaksanakan sendiri dalam program pembangunan yang ditujukan
pada keadaan individu, dalam sebuah kelompok ataupun keadaan
bersama-sama masyarakat.

Keadaan kemiskinan diakibatkan oleh berbagai macam faktor
namun juga sulit untuk dikatakan bahwa keadaan kemiskinan
diakibatkan hanya faktor tunggal. Masyarakat dalam bentuk
kekeluargaan yang dikatakan tidak mampu yang diakibatkan oleh
sebuah faktor yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya,
contohnya keadan sakit, seseorang dalam pendidikannya yang sangat
dibawah, tidak mempunyai dana untuk modal dalam berwirausaha
atau suatu keahlian berwirausaha, tidak adanya berpeluang kerja, di
putuskan hubungan kerja, tidak mendapatkan suatu bantuan jaminan
sosial (persio, akhir hayat, kesehatan) ataupun bertempat tinggal yang
berlokasi terpencil yang mana dalam sumber daya alam serta
infastruktur rendah serta terbatas.4

Pemerintah menjalankan program penanggulangan kemiskinan
yang dibagi menjadi 4 (empat) program, yaitu pertama

penanggulangan  kemiskinan berbasis rumah tangga, kedua

14 Asna Aneta “Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan
(P2KP) di Kota Gorontalo,” (Jurnal Administrasi Publik,\VVolume 1 No. 1 Thn. 2010)
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pemberdayaan masyarakat, ketiga pemberdayaan usahaa mikro dan
kecil, keempat program pro-rakyat.!®

Penanggulangan kemiskinan yang dilaksankan sejauh ini
menunjukan  bahwa adanya Kkeseriusan pemerintah  dalam
penanggulangan bagi masyarakat miskin. Adanya program ini yang
diprioritaskan kepada petani melalui bentuk upaya baik mencicil
maupun bersubsidi, bentuk usaha melalui program pemberdayan yang
dikhususkan bagi keluaraga yang kurang mampu, suatu pengiriman
bantuan yang berbentuk dana, pengaturan perekonomian yang berguna
serta pemeberdayan bagi masyarakat yang bertempat tinggal didaerah
pesisir.

Penanggulangan ~ kemiskinan ~ yang  bertujuan  untuk
memanfaatkan bagi keunggulan lokal serta berintegritas dalam suatu
pembangunan desa secara integritas. Tanggung jawab dalam suatu
pengangkatan kemiskinan kepada masyarakat untuk menggunakan
kelebihan lokal yang berada didaerahnya. Melalui cara lain,
kedudukan pemerintah lebih berpusat pada fasilitator.'® Faktanya
menunjukan bahwa pemerintah dalam usahanya untuk menanggulangi
kemiskinan belum mampu membuahkan hasil yang diinginkan.
Persoalan kemiskinan semkin memperbanyak serta beban masyarakat
bertambah. Pemerintah dalam melakukan usahanya mulai dari

pengambilan suatu bentuk kebijakan hingga petugas operasional

15 Shinta Yuniarti Pertiwi ”Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan
Kemiskinan,” (Jurnal Pandecta. Volume 9. Nomor 2, Desember 2014)

16 W. Murjana Yasa “Penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat di
Provinsi Bali,” (Jurnal Ekonomi dan Sosial), 88.
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dilapangan, serta media massa, dan anggota masyarakat secara
keseluruhan.

Strategi suatu kebijakan dalam menanggulangai kemiskinan
dikatakan kurang berhasil, karena selain kesalahan dalam
penanggulangan kemiskinan juga disebkan oleh:

Pertama, rendahnya dalam suatu koordinasi antar lembaga yang
dilibatkan oleh suatu pengurusan kasus kemiskinan, yang tidak ada
kesamaan dalam penanda suatu kemiskinan, kurang berlakunya suatu
data kemiskiinan serta masih banyak diketahui suatu gejala KKN
(kolusi, korupsi, neopotisme) distribusi suatu dukungan dalam suatu
agenda penanggulangaan kemiskiinan tersebut mengakibatkan dalam
pelaksanaan suatu program berjalan dan lebih cenderung masing-
masing. Setiap institusi melaksanakaan programnya sendiri, sehingga
mengakibatkan suatu efektivitas dalam perencanaan penangulangan
bagi masyarakat miskin belum dapat terwujud. Sudah waktunya bagi
pemerintah untuk mengambil keputusan serta strategi melahirkan
program-program Yyang terpadu serta sama-sama bersinegri dalam
mengatur suatu problem permaslahan dalam masyarakat yang
dikategorikan miskin.

Kedua, Dalam markas jumlah suatu penduduk warga
masyarakat miskin juga bisa dikatakan orang yang tidak mampu. Data

yang berfungsi dijadikan suatu data dasar dalam beragam usaha
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penanggulangan kemiskinan masih tidak bisa menyediakan suatu data
yang tepat serta bisa dipertanggungjawabkan.’
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
metode penelitian yuridis empiris, yaitu menelaah ketentuan hukum
yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi.*®
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian atas-bawah (top down). Pendekatan top down yaitu
pemerintah membuat kebijakan atau keputusan peraturan untuk
digunakan dan ditaati.’® Dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Nomor
14 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu
pendekatan berupa data yang disajikan dalam bentuk kata verbal
daripada angka.?® Data kualitatif pada penelitian ini adalah
implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang

penanggulangan kemiskinan.

17 Abu Huraerah, “Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, ” (Jurnal
llmu Kesejahteraan Sosial Vol. 12, No. 1, Juni 2013)

18Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,” (Jakarta : Rineka
Cipta, 2012), 126.

%Herbasuki, NC, “Implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm) di
Kota Semarang,” (Jurnal manajemen dan kebijakan publik, 2016).

2Sasa Sunarsa, “Penelusuran Kualitas dan kuantitas Sanad Qiraat Sab,” (Wonosobo:
Mangku Bumi Media, 2020), 21.
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3. Lokasi Penelitian

Pe

dil

4. Su

a.

Untuk melakukan penelitian Skripsi ini penulis memilih Kota
kalongan sebagai lokasi penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini
akukan dari tanggal 3 Agustus 2022— 28 Desember 2022.
mber Data
Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data primer terpenting
yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.?!Sumber data primer
penelitian ini berasal dari observasi dan wawancara dengan
pihakterkait yaitu dari Dinas Sosial Kota Pekalongan dan wakil
masyarkat yang mendapat PKH serta masyarat yang tidak

mendapatkan PKH.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data terekam khusus yang diperoleh
dari pihak ketiga.?? Data skunder meliputi dokumen hukum primer,
dokumen hukum skunder, dokumen hukum tersier.

1) Dokumen hukum primer meliputi: UUD 1945, Undang-Undang,
dan Perda Nomor 14 Tahun 2016

2) Dokumen hukum skurder meliputi: buku, jurnal, skripsi, dan
lain-lain yang terkait dengan tema penelitian.

3) Dokumen hukum tersier meliputi: kamus hukum, media masa,

dan ensiklopedia.

21 Saifudin Azwar, “Metode Penelitian,” (Jogyakarta : PT Pustaka Pelajar, 1998), 90.

22 Zainal Mustafa EQ, “Mengurai Variabel hingga Instrumentasi,” (Yogyakarta: Graha

Iimu, 2009), 92.
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5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui
wawancara (tatap muka) dengan satu atau lebih individu yang
menjadi subjek sumber penelitian.?® Penulis mewawancarai kepada
Dinas Sosial Kota Pekalongan dan perwakilan masyarakat yang
mendapatkan PKH serta perwakilan masyarakat yang tidak
mendapatkan bantuan PKH.
b. Dokumentasi
Pengumpulan data dilakukan terhadap bahan pustaka yang
diperoleh dengan membaca, menelaah dari berbagai referensi buku,
jurnal, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan penelitian
implementasi UUD, Undang-Undang, Perda.
6. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini akan mengukan teknik
analisis data kualitatif deskriptif analitis. Yakni suatu metode yang
berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu
objek yang diteliti melalui data atau sempel yang telah dikumpulkan
sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan

yang berlaku untuk umum.

23 Ahmad Tanzeh, “Metode Penelitian praktis,” (Teras; Yogyakarta. 2011), 89.
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H. Sistematika Penulisan

Dalam membahas dan menganalisis tentang “Pennggulangan Fakir
Miskin Berdasarkan Perda Nomor 14 Thun 2016 Tentang Penanggulangan
Kemiskinan agar penulis skripsi ini dapat disusun dengan sistematis maka
penulis menggunakan sistemtika penulisn skripsi sebgai berikut:

BAB | Pendahuluan, yang berisi mengenai latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, penulisan yang relefan,
kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il Kerangka Teori, berisi teori Efektivitas Pelaksanaan tentang
Pennggulangan Kemiskinan. Dengan sub bab antara lain Pengertian
Efektifitas, pengertian Efektivitas Hukum, Pengertian Kemiskinan, Definisi
Penanggulangan Fakir Miskin.

BAB Il Hasil penelitian, berisi Gambaran umum tentang kondisi
demografi Kota Pekalongan, Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota
Pekalongan.

BAB IV Analsis Hasil Penelitian, berisi Efektivitas Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan
Kemiskinan , Implikasi dalam Penelitian Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 di Kota Pekalongan.

BAB V Penutup, berisi simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam perda sebagaimana hasil dari penelitian

tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016

tentang Penanggulangan Kemiskinan dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah No 14 tahun 2016 tentang
Penanggulangan Kemiskininan. Efektivitas merupakan unsur pokok
dalam mencapai tujuan atau sasaran yang sudah disepakati. Dikatakan
efektif apabila tercapainya keberhasilan seperti yang sudah ditentukannya
sebelumnya. Ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektivitas hukum
yakni undang-undang, penegak hukum, Faktor Sarana dan
Fasilitas,Faktor Masyarakat, Faktor kebudayaan.

Dengan adanya undang-undang, penegak hukum, Faktor Sarana
dan Fasilitas,Faktor Masyarakat, serta Faktor kebudayaan ini sehingga
terlihat adanya perubahan dalam perekonomian masyarakat yang sejalan
dengan apa yang telah dicita-citakan untuk menanggulangi kemiskinan
yang ada di Kota Pekalongan. Dilihat dari masyarakat yang sudah
mendapatkan bantuan berupa bantuan sembako, jaminan kesehatan, serta
bantuan uang tunai yang diberikan oleh pemerintah, maka Peraturan

Daerah No 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan dikatakan

69
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efektif karena dengan adanya Perda tersebut bisa meminimalisir serta
dapat menekan angka kemiskinan masyarakat Kota Pekalongan.

2. Implikasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No 14 tahun 2016 tentang
penanggulangan kemiskinan, bahwa dengan adanya program PKH angka
kemiskinan menjadi menurun serta terangkatnya masarakat miskin
menjadi lebih sejahtera dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, serta
ekonomi.

B. Saran
Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa
hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, yaitu:

1. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang
Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan ini masih perlu adanya
evaluasi kepada pemerintah maupun masyarakat Kota Pekalongan,
supaya dengan adanya evaluasi tersebut agar tercapainya tujuan atau
sasaranyang sudah disepakati yakni tercapainya keberhasilan dalam
penanggulangan kemiskinan agar masyarkat bisa terdata secara
menyeluruh, supaya tidak ada ketertingalan masyarakat yang berhak
mendapatkan bantuan atau yang kurang sejahtera.

2. Implikasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No 14 tahun 2016 tentang
penanggulangan kemiskinan, pemerintah diharapkan lebih
memperhatikan masyarakat dengan menekankan program-program
Kesehatan, Program PKH, Pendidikan, Sembako serta Program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi

mikro dan kecil dalam penanggulangan kemiskinan agar menyeluruh
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sehingga masyarakat bisa merasakan kesejahteraannya meningkat serta
terangkatnya jumlah angka kemiskinan yang ada di Kota Pekalongan

menjadi lebih baik.
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